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Menimbang :

Mengingat

KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

a. bahwa untuk mengubah definisi Beban Barang dan Jasa menjadiBeban Persediaan, Beban Jasa dan Beban Pemeliharaan
sebagaimana diatur dalam ketentuan huruf A angka 9 lampiranIX Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 24 Tahun 2014
tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat
Daya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati AcehBarat Daya Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 24 Tahun 2014
tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat
Daya, perlu dilakukan dilakukan perubahan Peraturan Bupati, ,bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Aceh Barat
Daya Nomor 24 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya,

b.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851),
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten
Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang
di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4179)
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negar: “Apublik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembe .' Yegara Republik Indonesia Nomor 4286),
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355),
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400):
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4.

5.



r-TA

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan lembaraan Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5657),
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757),
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340),
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614):
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 5165),
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6279),
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322),
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang
Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah
Daerah,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang
Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Penyusutan Barang Milik Daerah,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodef “si dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dani Xssangan Daerah,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah,
Oanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah,

7.

8.

9.



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA TENTANG PERUBAHAN
KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA NOMOR 24
TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

Pasal!

Ketentuan huruf A angka 9 lampiran IX Peraturan Bupati Aceh
Barat Daya Nomor 24 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya (Berita Daerah Kabupaten
Aceh Barat Daya Tahun 2014 Nomor 24) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 42 Tahun 2015
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor
24 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten
Aceh Barat Daya (Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun
2015 Nomor 42) diubah, sehingga lampiran IX berbunyi
sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 238 Mawet 2022 M

25 SanLan 1443 H

ai ACEH BARAT
AYAB |

AK AHIM

Cc

M

£

Diundangkan di Biangpidie
pada tanggal 28 Maret 2022 M

25 Sea”Lam 1443 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN AEKH BARAT DAYA
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LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 13 TAHUN 2022
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 24 TAHUN 2014 TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA.

Kebijakan Akuntansi Beban

A. UMUM

Tujuan
1. Kebijakan akuntansi beban mengatur perlakuan akuntansi atas beban yang
meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya dalam
penyusunan Laporan Keuangan pemerintah daerah.

Ruang Lingkup
2. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi beban yang disusun dan disajikan
dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.

3. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporanPemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya, yang memperoleh anggaranberdasarkan APBK, tidak termasuk perusahaan daerah.
Definisi
4.Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode
pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau
konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

5. Beban merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan
Operasional (LO).

6.Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk
mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas
agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik.

7.Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban
Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban
Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain

3. Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk
uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai
negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang
belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah
dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

9.Beban Persediaan, Beban Jasa dan Beban Pemeliharaan serta Perjalanan
Dinas merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan
yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi
aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi barang habis pakai, Barang
tak habis pakai, jasa, Pemeliharaan dan perjalanan dinas:
Beban persediaan terdiri dari:
a. Beban Barang pakai Habis
b. Beban Barang tidak Pakai Habis.
Beban Jasa terdiri dari:

Beban Jasa Kantor
Beban Iuran Jamina/Asuransi
Beban Sewa
Beban Jasa Konsultansi Konstruksi
Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi
Beban Beasiswa Pendidikan PNS
Beban Sosialisasi

a.
b.

d.
e.
£



10.

11.

13.

14.

15.

16.

18.

19,

20.

12.

17.

h. Beban Uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat
i. Beban Jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain /masyarakat
Beban Pemeliharaan terdiri dari:
a. Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
b. Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
c. Beban Pemeliharaan Jalan dan Irigasi
d. Beban Pemeliharaan Aset Tetap lainnya
Beban Perjalanan Dinas terdiri dari:
a. Beban Perjalanan Dinas Biasa
b. Beban Perjalanan Dinas dalam Kota
c. Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam kota
d. Beban perjalanan Dinas Paket Meeting luar kota
Beban Bunga merupakan alokasi pengeluaran pemerintah daerah untuk
pembayaran bunga (interest) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan
pokok utang (principal outstanding) termasuk beban pembayaran biaya-biaya
yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima pemerintah daerah
seperti biaya commitmentfee dan biaya denda.
Beban Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan
pemerintah daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual
produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.
Beban Hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang, barang,
atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan
daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak
wajib dan tidak mengikat.
Beban Bantuan Sosial merupakan beban pemerintah daerah dalam bentuk
uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok
dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif
yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
Beban Penyusutan dan Amortisasi adalah beban yang terjadi akibat
penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan
nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya
waktu.
Beban Penvisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk
sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang.
Beban Lain-lain adalah beban operasi yang tidak termasuk dalam kategori
tersebut di atas.
Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban
untuk mengeluarkan uang dari pemerintah daerah kepada entitas pelaporan
lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
Beban Non Operasional adalah beban yang sifatnya tidak rutin dan perlu
dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.
Beban Luar Biasa adalah beban yang terjadi karena kejadian yang tidak
dapat diramaikan terjadi pada awal tahun anggaran,tidak diharapkan terjadi
berulang-ulang, dankejadian diluar kendali entitas pemerintah.
Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan
beban berdasarkan jenis beban dalam Bagan Akun Standar.

B. PENGAKUAN
21.

22.

Beban diakui pada:
a. Saat timbulnya kewajiban,
b. Saat terjadinya konsumsi aset: dan
c. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
Saat timbulnya kewajiban artinya beban diakui pada saat terjadinya
peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnyakas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan
rekening listrik yang sudah ada tagihannya belum dibayar pemerintah dapat
diakui sebagai beban.
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23. Saat terjadinya konsumsi aset artinya beban diakui pada saat pengeluaran
kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau
konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.

24. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya beban
diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset
bersangkutan/berlalunya waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau
potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

25. Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapatdilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:
a. Beban diakui sebelum pengeluaran kas:
b. Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas: dan
c. Beban diakui setelah pengeluaran kas.

26. Beban diakui sebelum pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal prosestransaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuanbeban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan
lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapatdilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban(kewajiban
walaupun kas belum dikeluarkan. Hal ini selaras dengan kriteria telah
timbulnya beban dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang konservatif
bahwa jika beban sudah menjadi kewajiban harus segera dilakukan

— pengakuan meskipun belum dilakukan pengeluaran kas.”|

27. Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dilakukan apabila
perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah
tidak signifikan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluarankas.

23. Beban diakui setelah pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal prosestransaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluarankas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan
setelah pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat
barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat
pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan,
pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai Beban. Pengeluaran kas
tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar di Muka (akun
neraca), Aset Tetap dan Aset Lainnya.

29. Pengakuan beban pada periode berjalan di Pemerintah Kabupaten Aceh Barat
Daya dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat
diterbitkannya SP2D belanja, kecuali pengeluaran belanja modal. Sedangkan
pengakuan beban pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan
penyesuaian.

30. Beban dengan mekanisme LS akan diakui berdasarkan terbitnya dokumen
Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) LS atau diakui bersamaan dengan
pengeluaran kas dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi. h,31. Beban dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan bukti '
pengeluaran beban telah disahkan oleh Pengguna Anggaran/pada saat
Pertanggungjawaban (SPJ) atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas
dari bendahara pengeluaran dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode
akuntansi.

32. Pada saat penyusunan laporan keuangan harus dilakukan penyesuaian
terhadap pengakuan beban, yaitu:
a. Beban Pegawai, diakui timbulnya kewajiban beban pegawai berdasarkan
dokumen yang sah, misal daftar gaji, tetapi pada 31 Desember belum
dibayar.

b.Beban Barang dan Jasa, diakui pada saat timbulnya kewajiban atau
peralihan hak dari pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa
atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani tetapi pada 31 Desember
belum dibayar. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang
persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban.



c. Beban Penyusutan dan amortisasi diakui saat akhir tahun/periode
akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah
ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.

d.Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi
berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan
mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.

e. Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan.
Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai
dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal
pelaporan.

i. Beban transfer diakui pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah.
Dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat alokasi dana yang harus
dibagihasilkan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang
berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban atau
yang berarti beban diakui dengan kondisi sebelum pengeluaran kas.

PENGUKURAN
33. Beban diukur sesuai dengan:

a. harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban
beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi
atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.

b.menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika
barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAND.
34. Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban

dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan
klasifikasi ekonomi, yaitu:
a. Beban Operasi, yang terdiri dari: Beban Pegawai, Beban Barang dan
Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial,
Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban
lain-lain

b. Beban Transfer
c. Beban Non Operasional!
d. Beban Luar Biasa

35. Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan
Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non
Operasional.

36. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan beban, antara lain:
a. Pengeluaran beban tahun berkenaan
b. Pengakuan beban tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya periode
akuntansi/tahun anggaran sebagai penjelasan perbedaan antara |
pengakuan belanja.

c. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

Kebijakan Akuntansi Belanja

E. UMUM
Tujuan
1. Kebijakan akuntansi belanja mengatur perlakuan akuntansi atas belanja
yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya
dalam penyusunan Laporan Keuangan pemerintah daerah.

Ruang Lingkup
2. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi beban yang disusun dan disajikan
dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.

3. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi dan entitas
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pelaporan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya, yang memperoleh
anggaran berdasarkan APBK, tidak termasuk perusahaan daerah dan badan
layanan umum.

Definisi Belanja
4. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan
Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam
periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh
pembayarannya kembali oleh pemerintah.

5. Belanja merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Realisasi
Anggaran (LRA).

6. Belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga,serta belanja transfer.
7. Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari
yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi
belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi,
belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.

3. Belanja pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam
bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara,
pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah
yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah
dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

9. Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran anggaran untuk pengadaan
barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan
dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan.10. Belanja Bunga merupakan pengeluaran anggaran untuk pembayaran bunga
(interest) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (principal
outstanding) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan
pinjaman dan hibah yang diterima pemerintah daerah seperti biaya

.. commitment fee dan biaya denda.
l1.Belanja Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yangdiberikan pemerintah daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar

harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.12. Belanja Hibah merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang,
barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya,
perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yangbersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

13. Belanja Bantuan Sosial merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk
uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok
dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif
yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

14. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan
aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. -Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, Ngedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud.
Nilai yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangunan
aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan /
pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.

15. Belanja Tak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang
sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulanganbencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang
sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah
daerah.

16. Belanja Transfer adalah belanja berupa pengeluaran uang atau kewajibanuntuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas
pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

17. Belanja daerah diklasifikasikan menurut:
a. Klasifikasi organisasi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan



organisasi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pengguna
Anggaran.

b. Klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan jenis
belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas.
Belanja menurut klasifikasi ekonomi secara terinci ada dalam Bagan Akun
Standar.

F. PENGAKUAN
18. Belanja diakui pada saat:

a. Terjadinya pengeluaran dari RKUD.
b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya

terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut
disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan
terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil.

c. Dalam ha! badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada
peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

S. PENGUKURAN
19. Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam

dokumen anggaran.
20. Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur

berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam
dokumen pengeluaran yang sah.

n

H. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN
21. Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai dengan

klasifikasi ekonomi, yaitu:
a. Belanja Operasi
b. Belanja Moda!
c. Belanja Tak Terduga
dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

22. Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas
belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan
dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut
menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

23. Perlu diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja tahun berkenaan
setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak
terserapnya anggaran belanja daerah, referensi silang antar akun belanja
modal dengan penambahan aset tetap, penjelasan kejadian luar biasa dan
informasi lainnya yang dianggap perlu.
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